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ABSTRACT

This study was conducted to examine the factors affecting financial sustainability in
provincial governments in Sumatra. The study was measured using data from the Local
Government Financial Reports (LKPD) for the period 2019-2023. This study is a quantitative
study. The population used in this study consisted of 10 provinces in Sumatra. Sampling was
conducted using saturated sampling techniques. Data collection techniques used documentation.
Data sources utilized secondary data. Data analysis methods employed panel data multiple
regression analysis. The results of this study can be concluded that, partially, the variables of
Financial Independence, Regional Financial Efficiency, and Transfer Funds have a significant
impact on financial sustainability. Additionally, simultaneously, Financial Independence,
Regional Financial Efficiency, and Transfer Funds have a significant impact on financial
sustainability in provincial governments in Sumatra.

Keywords: Financial Sustainability, Financial Independence, Regional Financial Efficiency,
Transfer Funds

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
financial sustainability pada pemerintah provinsi di Sumatera. Penelitian ini diukur
menggunakan data unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2019-
2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah terdiri dari 10 Provinsi di Sumatera. Dengan menggunakan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data
menggunakan dokumentasi. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis data
menggunakan analisis regresi berganda data panel. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa secara parsial variabel Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana
Transfer berpengaruh dan signifikan terhadap financial sustainability. Serta secara simultan
Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer berpengaruh dan
signifikan terhadap financial sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera.

Kata kunci: Financial Sustainability, Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, Dana
Transfer
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PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia yang mengakhiri era Orde Baru pada akhir 1990-an,
berdampak besar pada pengelolaan keuangan publik yaitu salah satunya
menghasilkan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri pertama kali dilaksanakan
melalui ditetapkannya Undang Undang RI No. 22, Tahun (1999) tentang
Pemerintahan Daerah yang hingga kini mengalami banyak perubahan. Berdasarkan
Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan otonomi daerah tersebut,
pemerintah provinsi/daerah/kabupaten atau kota yang memiliki otonomi dianggap
memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kebutuhan wilayahnya sendiri
dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah dapat
membuat keputusan untuk melayani masyarakatnya dengan cepat dan efisien tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Khususnya dalam hal ini
pemerintah daerah juga bertanggung jawab memberikan layanan publik dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan tidak
menambah beban ke masyarakat (Wardhani & Payamta, 2020). Stabilitas fiskal
menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui seberapa baik suatu daerah
mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan dan efektif.

Untuk mewujudkan financial sustainability, pemerintah daerah perlu
menerapkan beberapa strategi penting. Pertama, meningkatkan kemandirian
keuangan dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga
daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi,
2019). Kedua, pemerintah harus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran
dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat
sasaran untuk pelayanan publik dan pembangunan (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Ketiga,
perlu dilakukan pengelolaan dana transfer secara bijak agar tidak menimbulkan
ketergantungan yang berlebihan yang justru dapat menghambat pengembangan
ekonomi lokal dan kemandirian fiskal (Maghfiroh et al., 2023). Dengan menerapkan
strategi-strategi tersebut, pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan anggaran,
meminimalkan risiko defisit, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang
berdampak positif bagi masyarakat (Nurkhayati, 2022).

Keberlanjutan keuangan (financial sustainability) merupakan kemampuan
suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk
operasional dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada sumber
pendanaan eksternal (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Sebagaimana dilaporkan oleh
finansial bisnis.com, keuangan berkelanjutan adalah salah satu dari enam isu utama
bidang keuangan Presiden G20, karena sejalan dengan Sustainable Development Goals
(SDGs), yang mendorong pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan
sosial dan lingkungan (Nababan & Shahrullah, 2022)
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Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong pengelolaan keuangan
yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi PAD, efisiensi
belanja, dan ketergantungan pada transfer pusat (Nurkhayati, 2022). Namun, defisit
operasional akan terjadi jika tanggungan dan pinjaman pemerintah daerah melebihi
pendapatan (Wardhani & Payamta, 2020). Salah satu indikator yang digunakan untuk
mengukur keberlanjutan ini adalah surplus/defisit laporan operasional. Gambar 1.1
menunjukkan rasio surplus/defisit laporan operasional pemerintah provinsi di
Sumatera selama tahun anggaran 2019-2023:

Rasio Surplus/Defisit Laporan Operasional Provinsi di
Sumatera TA 2019 - 2023

000,004

2019 2020 2021 2022 2023

=@=—Aceh 65,74% 10,10% 113,68% 7,78% 38,04%

Sumatera Utara 62,51% 47,05% 19,34% 9,12% 26,86%

Sumatera Barat 14,65% -354,58% 19,04% 65,60% 133,87%

Riau 149,13% -35,64% 70,34% 98,96% 1006,59%
=@==Jambi 278,92% -0,05% -169,85% 9,41% 88,84%
==@==Sumatera Selatan  786,36% 3,69% -92,15% 179,46% 249%
=@=Bengkulu 66,75% -11,95% -22,23% -142,35% 82,27%
=@==|ampung 39,27% -255,48% -11,97% -37,83% 45,58%
==@==Bangka Belitung 41,00% -12,42% 84,95% -105,54% 67,56%

Gambar 1. Grafik Rasio Surplus/Defisit Laporan Operasional Provinsi di
Sumatera TA 2019-2023
Sumber: BPK RI, Data diolah (2025)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa beberapa provinsi di Sumatera
mengalami fluktuasi signifikan dalam rasio surplus/defisit Laporan Operasional
selama tahun 2019 hingga 2023. Beberapa provinsi tersebut mengalami surplus yang
tinggi, seperti Provinsi Sumatera Selatan yang mencatat surplus sangat tinggi sebesar
786,36% pada 2019, namun turun drastis menjadi hanya 3,69% pada 2020 dan
bahkan mengalami defisit sebesar -92,15% pada 2021 sebelum kembali mencatat
surplus di tahun-tahun berikutnya. Provinsi Riau juga menunjukkan pola fluktuasi
tajam, di mana pada 2019 mencatat surplus sebesar 149,13%, kemudian mengalami
defisit -35,64% pada tahun 2020, dan kembali meningkat secara signifikan hingga
mencapai surplus sebesar 1006,59% pada tahun 2023. Di sisi lain, terdapat pula
provinsi yang mengalami defisit besar dalam beberapa tahun. Provinsi Sumatera
Barat sendiri mencatat defisit yang sangat dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -
354,58%, sedangkan Lampung mengalami defisit sebesar -255,48% pada tahun yang
sama. Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang cukup berat pada masa tersebut.
Secara umum, meskipun terdapat peningkatan signifikan pada beberapa tahun
terakhir di sebagian provinsi, kondisi ini tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa

3869 | Volume 6 Nomor 9 2025


https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/9506
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/9506
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/9506

g}‘ﬁjf'jﬁ | Jurnal ‘Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 6 No 9 (2025) 3867 - 3878 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467 /elmal.v6i9.9506

provinsi seperti Jambi dan Bengkulu tampak mulai menunjukkan pemulihan setelah
mencatat defisit pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya
ketidakkonsistenan dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Sumatera yang
berdampak pada keberlanjutan fiskal. Fluktuasi yang tajam menandakan belum
stabilnya kinerja fiskal di sejumlah provinsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
stabilitas fiskal dalam jangka panjang, diperlukan strategi pengelolaan keuangan
daerah yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Strategi ini harus memahami faktor-
faktor yang dapat membuat keputusan terbaik untuk meningkatkan layanan
masyarakat dan mencapai pembangunan yang lebih baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi financial sustainability adalah
kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan daerah untuk
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan
lokal. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin
mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Menurut Wardhani &
Payamta (2020), kemandirian merupakan fondasi penting bagi financial sustainability
karena menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung secara berlebihan pada
bantuan pemerintah pusat. Namun, hasil penelitian menunjukkan temuan yang
beragam, seperti yang dilaporkan oleh Syahriyal et al, (2023) yang menyatakan
bahwa kemandirian tidak selalu berpengaruh positif terhadap financial sustainability,
tergantung pada kapasitas dan efektivitas manajemen keuangan daerah.

Faktor kedua yaitu efisiensi keuangan daerah, yang menggambarkan seberapa
optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi dapat diukur melalui rasio antara
pendapatan dan belanja daerah. Tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan bahwa
pemerintah daerah kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya finansialnya,
sehingga berpotensi mengurangi kemampuan daerah untuk mencapai financial
sustainability. Oleh karena itu, untuk mencapai keuangan keberlanjutan, peningkatan
efisiensi sangat penting. Karena pinjaman tinggi, pemerintah daerah cenderung
kurang efektif. Ini karena pendapatan lebih banyak digunakan untuk membayar utang
daripada membiayai pembangunan dan layanan publik (Lhutfi & Sugiharti, 2022).
Seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi, (2019), efisiensi menjadi indikator penting
dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam konteks penggunaan
dana untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, dana transfer berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 selain
PAD terdapat sumber lain untuk menentukan keberlanjutan fiskal yaitu transfer dana
pemerintahan. Dana transfer berasal dari APBN yang dikirim ke daerah untuk
menyubsidi kebutuhan daerah serta mengurangi kesenjangan sumber pembiayaan
antar pemerintah pusat dan daerah. Meskipun dana transfer merupakan sumber
pendapatan utama bagi banyak daerah, ketergantungan yang berlebihan pada dana
transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD, serta
menciptakan risiko ketidakstabilan fiskal dalam jangka panjang (Maghfiroh et al.,
2023; Pambudi & Meini, 2023). Namun, penelitian Ichsan et al. (2025) menunjukkan
bahwa dana transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap financial
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sustainability, terutama jika digunakan secara tepat dan efektif dalam mendukung
program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penelitian sebelumnya mengenai financial sustainability di Indonesia juga
memberikan hasil yang beragam. Lhutfi & Sugiharti (2022) menunjukkan bahwa
kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Lalu
hasil penelitian Aryasi et al., (2023) juga menyimpulkan bahwa kemandirian dan
efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial sustainability,
sementara Syahriyal et al, (2023) menyatakan kemandirian tidak berpengaruh
terhadap financial sustainability. Selain itu, penelitian yang dilakukan Ichsan et al,,
(2025) menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan signifikan
terhadap financial sustainability.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal.
Pertama, fokus penelitian ini adalah pada pemerintah provinsi di Sumatera,
sementara penelitian sebelumnya lebih banyak pada tingkat kabupaten/kota. Kedua,
variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih terbatas dan belum
menguji indikator fiskal secara komprehensif, terutama variabel dana transfer
terhadap financial sustainability yang baru sedikit diteliti. Oleh karena itu, penelitian
ini menambahkan variabel dana transfer sebagai kontribusi baru, sesuai dengan
temuan Ichsan et al. (2025) yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan
utama pemerintah daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat dalam
mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan
pelayanan yang kemungkinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap
keberlanjutan keuangan, dilihat dari besarnya anggaran transfer dibandingkan
dengan pendapatan asli daerah. Besarnya anggaran transfer dibandingkan dengan
PAD memiliki implikasi signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Menurut
Maghfiroh et al., (2023); Pambudi & Meini, (2023) menyebutkan bahwa dana transfer
berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di
suatu daerah, namun di sisi lain dapat menghambat kemandirian fiskal suatu daerah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian, Efisiensi Keuangan Daerah, dan
Dana Transfer Terhadap Financial Sustainability Pada Pemerintah Provinsi di
Sumatera”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017), penelitian menurut metode ada 3 yaitu metode
kuantitatif, metode kualitatif dan metode kombinasi (mixed methods). Jenis penelitian
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2017:23) menyatakan “Metode kuantitatif dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk
menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dengan skala
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pengukuran adalah skala rasio. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi Financial Sustainability pada 10 Provinsi di Sumatera
dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
diperoleh melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) di https://e-ppid.bpk.go.id/.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai
sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya
secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
Kemandirian ini diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
total pendapatan daerah. Menurut Ritonga (2014), peningkatan kemandirian
keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan
fungsi-fungsi fiskalnya secara efektif dan efisien, serta menunjukkan kualitas tata
kelola keuangan yang baik.

Hasil analisis regresi linier berganda dan uji parsial (uji t) menunjukkan
bahwa variabel kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
financial sustainability pada pemerintah provinsi di Sumatera selama periode 2019-
2023. Nilai ¢t hitung sebesar -2,555766 < dari -t tabel -1,67866 dan nilai signifikansi
0,0148 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H;) diterima, yang berarti
bahwa kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
keberlanjutan fiskal (financial sustainability). Temuan ini sesuai dengan teori
penetapan tujuan (goal setting theory) oleh Locke & Latham (2002), yang
menekankan bahwa organisasi yang memiliki tujuan keuangan yang jelas, seperti
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan lebih terarah dan termotivasi
dalam mengelola anggaran secara mandiri. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap
total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola
keuangannya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pusat.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Wardhani & Payamta (2020) serta
Lhutfi & Sugiharti (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah
merupakan fondasi penting dalam mencapai keberlanjutan fiskal. Penelitian Aryasi et
al. (2023) juga mendukung temuan ini, di mana kemandirian keuangan secara
signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal di daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD akan lebih
siap dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya secara
berkelanjutan.

Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Financial Sustainability
Efisiensi keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya secara hemat, efektif,
dan tepat sasaran. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan total belanja
operasional terhadap total pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi
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(mendekati 0%), maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah, karena
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang
optimal dengan pengeluaran yang lebih rendah. Dengan kata lain, rasio efisiensi yang
rendah menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin baik.

Hasil pengujian regresi linier berganda dan uji parsial (uji £) menunjukkan
bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap
financial sustainability. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,519512 > dari
t tabel sebesar 1,99006, serta nilai signifikansi sebesar 0,0162 < 0,05. Dengan
demikian, hipotesis alternatif (H;) diterima. Artinya, efisiensi keuangan daerah secara
signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal (financial sustainability) pada
pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019-2023. Hal ini
mengindikasikan bahwa daerah yang mampu menjaga tingkat efisiensinya pada level
rendah (mendekati 0%) menunjukkan adanya kemampuan dalam mengendalikan
belanja operasional serta mengarahkan sumber daya ke arah belanja produktif.

Dalam konteks Goal Setting Theory, pencapaian efisiensi keuangan
mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menetapkan tujuan fiskal yang
spesifik, realistis, dan terukur. Locke dan Latham menyatakan bahwa tujuan yang
menantang namun jelas dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Ketika
pemerintah daerah menetapkan target efisiensi keuangan yang konkret, misalnya
menurunkan rasio efisiensi dari tahun ke tahun, hal ini mendorong adanya strategi
pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan fokus. Komitmen terhadap pencapaian
tujuan tersebut menjadi kunci dalam mendorong pencapaian financial sustainability
secara konsisten.

Penemuan ini sesuai dengan pendapat Ritonga & Putri (2019), yang
menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran akan meningkatkan kapasitas
fiskal daerah, terutama dalam konteks pengendalian biaya pegawai dan peningkatan
belanja publik. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Aryasi et al. (2023) dan
Khairunisa et al. (2024) yang menemukan bahwa efisiensi berkontribusi secara
signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, daerah yang mengelola
belanjanya secara efisien dapat memperkuat kapasitas fiskalnya untuk mendukung
pembangunan jangka panjang.

Pengaruh Dana Transfer Terhadap Financial Sustainability

Dana transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan sumber pendanaan utama bagi
pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
fiskal antardaerah serta membantu pembiayaan pelayanan publik yang merata dan
berkelanjutan. Ketergantungan terhadap dana transfer umumnya lebih tinggi pada
daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dan uji parsial (uji t), diperoleh
bahwa nilai t hitung sebesar 4,640171 lebih besar dari t tabel sebesar 1,99006,
dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif
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(Hs) diterima. Artinya, secara statistik, dana transfer memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap financial sustainability pemerintah provinsi di Sumatera selama
tahun anggaran 2019-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer berperan
penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan fiskal daerah. Pemerintah
daerah yang menerima dana transfer dalam jumlah besar memiliki ruang fiskal lebih
luas untuk mendanai kegiatan operasional, pembangunan infrastruktur, serta
program-program pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal
tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal internal seperti PAD, tetapi juga ditopang
oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan dana transfer secara
efisien dan sesuai prioritas pembangunan.

Dalam perspektif Goal Setting Theory, penggunaan dana transfer yang efektif
sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan penetapan tujuan pengelolaan
anggaran. Locke dan Latham menegaskan bahwa tujuan yang spesifik, menantang,
dan realistis dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Jika pemerintah
daerah menetapkan sasaran penggunaan dana transfer yang terukur seperti
meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, atau pembangunan
infrastruktur dasar dan mengaitkannya dengan indikator hasil yang jelas, maka
pengelolaan dana transfer akan lebih optimal dan berkontribusi secara signifikan
terhadap financial sustainability.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ichsan et al. (2025) yang menyimpulkan
bahwa dana transfer berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal,
terutama pada daerah dengan PAD yang terbatas. Selain itu, Maghfiroh et al. (2023)
dan Pambudi & Meini (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer yang
baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang
berkualitas. Namun demikian, penting bagi daerah untuk menghindari
ketergantungan berlebihan pada dana transfer agar tidak menghambat kemandirian
fiskal.

Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana
Transfer Terhadap Financial Sustainability

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), hubungan variabel Kemandirian
Keuangan (X1), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), dan Dana Transfer (X3) berpengaruh
dan signifikan secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Financial
Sustainability (Y). Sehingga hasil penelitian ini sependapat dengan hipotesis alternatif
dalam penelitian dan menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut
memainkan peran penting dalam mewujudkan keberlanjutan fiskal pemerintah
daerah.

Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan
kemandirian keuangan, mengelola anggaran secara efisien dengan menekan belanja
pegawai, serta mengalokasikan dana transfer secara optimal untuk mendukung
pelayanan publik, maka hal tersebut akan memperkuat posisi fiskal daerah. Selain itu,
kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan untuk memenuhi
kewajiban seperti pembayaran utang, juga mencerminkan kinerja keuangan yang
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baik. Kondisi tersebut secara simultan berkontribusi pada tercapainya financial
sustainability pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019-2023,
yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan
pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap
pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan melakukan
pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi financial sustainability pada Pemerintah
Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Kemandirian Keuangan (Xi) berpengaruh dan signifikan terhadap
financial sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran
2019-2023, sehingga sesuai dengan hipotesis alternatif dalam penelitian ini.
Hal ini membuktikan bahwa dengan tingginya tingkat kemandirian keuangan,
maka pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang memiliki
potensi sebagai pendanaan dalam memberikan pelayanan publik yang
berkualitas kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2. Variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X;) berpengaruh dan signifikan terhadap
financial sustainability sehingga sesuai dengan hipotesis alternatif dalam
penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa dengan meminimalkan belanja
pegawai yang biasa merupakan belanja yang mendominasi belanja daerah,
untuk lebih difokuskan dalam pembiayaan belanja modal dengan tujuan
meningkatkan pelayanan publik dapat mendorong tercapainya financial
sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-
2023.

3. Variabel Dana Transfer (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap financial
sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-
2023. Hal ini membuktikan bahwa dana transfer yang diberikan oleh
pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK), memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan
fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, dana transfer mampu
memperkuat kapasitas fiskal daerah, membantu pembiayaan program
prioritas pembangunan, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik,
khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap
pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak positif terhadap
pencapaian financial sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera
tahun anggaran 2019-2023.

4. Variabel Kemandirian Keuangan (Xi), Efisiensi Keuangan Daerah (X:), dan
Dana Transfer (X3) berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama
(silmultan) terhadap Financial Sustainability (Y). Sehingga sesuai dengan
hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Maka, dapat memungkinkan
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terwujudnya keberlanjutan Keuangan (Financial Sustainability) pada
Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023.
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